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ABSTRAK 

Vara Nur Sabrina Afrizal (20233099) : Tinjauan Pelaksanaan Kewajiban 

Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 

4 ayat (2) atas Jasa Konstruksi oleh 

Bendahara Dinas Pekerjaan Umum 

dan Penataan Ruang (PUPR) 

Kabupaten Solok 

 

Dosen Pembimbing : Thamrin, S.Pd, MM 

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan 

pelaksanaan kewajiban pemotongan pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) atas jasa 

konstruksi oleh bendahara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) 

Kabupaten Solok. Penelitian ini dilakukan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang (PUPR) Kabupaten Solok yang beralamat di Batang Barus, Kecamatan Gunung 

Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Bentuk penelitian yang digunakan adalah 

deskriptif dengan pendekatan kualitatif, karena pada penelitian ini penulis 

menggunakan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi dan wawancara. Disini 

penulis melakukan wawancara dengan bendahara Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Solok dan juga kepada beberapa orang Wajib 

Pajak Jasa Konstruksi. Data yang diteliti berupa pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 

4 ayat (2) pada tahun 2022. Berdasarkan data yang diperoleh, peneliti melakukan 

pengolahan sehingga diperoleh hasil penelitian.  

Kata Kunci: Pelaksanaan Kewajiban Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 

(2), Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas Jasa Konstruksi 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pembangunan dari segi fasilitas pelayanan publik bagi masyarakat 

merupakan salah satu sasaran yang ingin dicapai dari adanya pembangunan 

nasional. Ketersediaan layanan publik yang akan diberikan kepada masyarakat 

merupakan salah satu dari pemanfaatan sumber penerimaan yang menjadi dasar 

untuk membiayai pembangunan nasional. 

Pembangunan nasional adalah sebuah kegiatan yang berlangsung secara 

berkesinambungan yang bertujuan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan 

rakyat baik dalam bidang material maupun spiritual. Demi untuk dapat 

mewujudkan mimpi tersebut, Indonesia gencar dalam menerapkan berbagai 

program-program pembangunan nasional dan juga memperhatikan banyak 

faktor pembiayaan pembangunan dengan jumlah yang tidak sedikit. 

Sumber utama dana yang digunakan untuk melakukan pembangunan 

nasional dapat diperoleh dari luar negeri maupun dalam negeri. Dana dari luar 

negeri biasanya berasal dari hibah dan pinjaman dari luar negeri. Sedangkan 

dana dari dalam negeri berasal dari kegiatan ekspor, penerimaan pajak, dan 

penerimaan bukan pajak. Sumber pendanaan dari pajak merupakan prospek 

yang sangat besar untuk menambah biaya agar pembangunan nasional berjalan 

lancar sehingga kepentingan bersama dapat berjalan sesuai dengan harapan.
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Sektor konstruksi merupakan salah satu sektor yang menjadi pusat bagi 

pemerintah pada saat ini ditengah giatnya pembangunan infrastruktur yang 

dilakukan oleh pemerintah. Proyek-proyek yang terdapat pada sektor 

konstruksi sebagian merupakan proyek dari pemerintah dan sisanya merupakan 

proyek dari swasta. Beberapa hasil dari pekerjaan konstruksi itu sendiri terdiri 

dari pasar atau pusat bisnis, gedung pemerintahan, jalan raya, jembatan 

penghubung, sekolah, taman kota atau alun-alun, dan lainnya yang akan 

memiliki dampak terhadap perekonomian dan kehidupan sosial-budaya suatu 

negara (Sarjono, 2018). Jasa konstruksi merupakan salah satu objek pajak yang 

memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran pajak atas penghasilan yang 

diperoleh. Hal ini memiliki tujuan untuk dapat menunjang pembangunan 

nasional dan peningkatan infrastruktur (Octavia et al., 2021). 

Konstruksi sendiri memiliki hubungan dan keterkaitan dengan pajak. 

Banyaknya pembangunan yang terlaksana maka akan memiliki korelasi positif 

terhadap penerimaan negara dibidang perpajakan. Hal ini menandakan bahwa 

semakin banyak proyek konstruksi yang terlaksana maka akan berbanding lurus 

dengan penerimaan pajak yang akan diperoleh. Maka dari itu, penerimaan pajak 

yang berasal dari usaha maupun jasa konstruksi menjadi salah satu penerimaan 

pajak yang potensial (Sarjono, 2018). 

Salah satu jenis pajak yang terdapat di Indonesia adalah Pajak Penghasilan 

(PPh). Objek dari pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan 
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ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak, baik yang berasal dari 

Indonesia maupun yang berasal dari luar Indonesia, yang dapat dipakai sebagai 

konsumsi atau sebagai tambahan dari kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, 

dengan nama dan dalam bentuk apapun (Hendarto, 2019). 

Pajak penghasilan merupakan jenis pajak yang memiliki kontribusi yang 

paling besar bagi pendapatan negara dibandingkan dengan jenis pajak lainnya. 

Pada posisi kedua setelah pajak penghasilan, terdapat PPN dan PPNBM yang 

memiliki kontribusi terbesar kedua setelah pajak penghasilan bagi pendapatan 

negara (Masdi, 2021). 

Pajak penghasilan yang mencakup sektor konstruksi adalah Pajak 

Penghasilan Pasal 4 ayat (2). Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 

tentang Pajak Penghasilan, disebutkan bahwa salah satu jenis PPh Pasal 4 ayat 

(2) adalah penghasilan dari usaha jasa konstruksi yang pemotongannya bersifat 

final. Pemungutan pajak atas PPh Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi ini 

menggunakan sistem withholding tax. Sistem withholding tax atau sistem 

pemotongan dan/atau pemungutan pajak adalah sistem yang melibatkan pihak 

ketiga (selain wajib pajak dan fiskus) dalam melakukan pemotongan maupun 

pemungutan pajak terhadap transaksi yang dibayarkan kepada penerima 

penghasilan. Sistem ini memberikan wewenang kepada pihak ketiga dalam 

menentukan besaran jumlah pajak terutang oleh wajib pajak. Selain melakukan 
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pemotongan dan/atau pemungutan, pihak ketiga yang ditunjuk juga memiliki 

kewajiban untuk menyetorkan pajak tersebut ke kas negara.  

Tabel 1. Daftar Objek Pajak Pasal 4 ayat (2) atas Jasa Usaha Konstruksi 

di Dinas PUPR Kab. Solok Tahun 2022 

Objek PPh Pasal 4 ayat (2) Jumlah Nilai Belanja 

Peningkatan/Pembangunan Jalan  Rp 23,229,745,713 

Pemeliharaan Berkala Jalan  Rp   6,992,045,533 

Peningkatan/Pembangunan Jembatan  Rp   3,360,521,178 

Pemeliharaan Jembatan  Rp      567,437,231 

Sumber: Dinas PUPR Kab.Solok  

 

Berdasarkan tabel 1 diatas dapat dilihat jumlah nilai belanja dan/atau nilai 

kontrak yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

(PUPR) Kabupaten Solok selama tahun 2022. Dalam mendukung keberhasilan 

pembangunan infrastruktur, pemerintah Kabupaten Solok mendistribusikan 

sebesar Rp 34,149,749,655 untuk pembangunan infrasturktur pada tahun 2022. 

Menurut Peraturan Lembaga Jasa Konstruksi (LPJK) Nomor 10 Tahun 

2013 menyatakan bahwa kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk 

menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut tingkat atau 

kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi 

keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi 

menurut tingkat dan/atau kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan 

keahlian. 
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Tabel 2. Kualifikasi Jasa Konstruksi pada Dinas PUPR Kabupaten Solok 

No Jenis Kualifikasi Perusahaan Jumlah Perusahaan 

1 K1 56 

2 K2 3 

3 K3 3 

 Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Solok 

Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat penggolongan kualifikasi badan usaha jasa 

pelaksana konstruksi yang didasarkan pada kriteria tingkat atau kedalaman 

kompetensi dan potensi kemampuan usaha, yang selanjutnya dibagi menurut 

kemampuan melaksanakan pekerjaan berdasarkan kriteria risiko, kriteria 

penggunaan teknologi, kriteria besaran biaya, dapat dibagi atas jenjang 

kompetensinya yaitu Badan Usaha Kualifikasi Kecil terdiri atas K1, K2, K3, 

Besar Usaha Kualifikasi Menengah terdiri atas M1, M2 dan Besar Usaha 

Kualifikasi Besar terdiri atas B1,B2. 

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) merupakan instansi 

yang memiliki teknis yang bertanggung jawab dalam pembangunan 

infrastruktur di Kabupaten Solok. Kabupaten Solok sangat gencar dalam 

melakukan pengembangan dan pembangunan infrastruktur. Pembangunan 

yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Solok berupa pembangunan jalan 

dan pembangunan jembatan. Banyaknya pembangunan yang dilakukan oleh 

pemerintah Kabupaten Solok menyebabkan timbulnya potensi perpajakan yang 

besar terhadap penerimaan PPh final terkait jasa konstruksi. Peran dari 
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bendahara pemerintah sangat diperlukan untuk melaksanakan kewajiban 

pemotongan PPh tersebut. 

Bendahara dari instansi pemerintahan merupakan pihak ketiga yang 

diberikan wewenang oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selaku fiskus dalam 

melakukan pemotongan dan/atau pemungutan yang melibatkan bendahara 

pemerintah dikenakan atas belanja negara yang dibebankan pada APBN, 

APBD, maupun APBDes. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga menyatakan 

sebelumnya bahwa bendahara pemerintah merupakan pihak yang 

melaksanakan pemotongan dan/atau pemungutan pajak terkait pengeluaran 

yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan/atau Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Belanja Desa (APBDes) (Darmawan, 2022). Dengan 

demikian, dapat dikatakan bahwa bendahara pemerintah memiliki peran 

penting sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pemotongan dan/atau 

pemungutan pajak pada instansi pemerintah dalam meningkatkan penerimaan 

di bidang perpajakan. 

Dalam melakukan penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 

2 pada Dinas PUPR Kabupaten Solok masih mengalami kendala atau 

permasalahan yang disebabkan oleh pencairan dana berupa sering adanya 

keterlambatan dalam penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). 

Sehingga terjadi keterlambatan dalam melakukan pelaporan ke Kantor 
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Pelayanan Pajak. Hal ini diperkuat oleh (Ratuela et al., 2018) dalam 

penelitiannya yang menjelaskan bahwa terdapat kendala dan/atau 

permasalahan yang disebabkan oleh satker pihak pembeli atau pengguna jasa 

yaitu sering terjadi keterlambatan dalam kelengkapan dokumen-dokumen 

dalam pelaporan pajak. 

Dengan demikian, penulis tertarik untuk meninjau pelaksanaan pemenuhan 

kewajiban pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi yang dilakukan 

oleh bendahara instansi pemerintah di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruangan (PUPR) Kabupaten Solok. Oleh karena itu, penulis melakukan 

penelitian yang dituangkan dalam Tugas Akhir dengan judul “Tinjauan 

Pelaksanaan Kewajiban Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) 

Atas Jasa Konstruksi Oleh Bendahara Dinas Pekerjaan Umum Dan 

Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Solok”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka permasalahan yang 

dapat dirumuskan yaitu bagaimana Tinjauan Pelaksanaan Kewajiban 

Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) atas Jasa Konstruksi oleh 

Bendahara Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten 

Solok? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang akan dibahas, maka penelitian ini 

mempunyai tujuan yaitu untuk mengetahui Tinjauan Pelaksanaan Kewajiban 
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Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) atas Jasa Konstruksi oleh 

Bendahara Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten 

Solok. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis 

Manfaat penelitian ini bagi penulis yaitu untuk menambah wawasan dan 

pengetahuan penulis tentang “Tinjauan Pelaksanaan Kewajiban 

Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Atas Jasa Konstruksi Oleh 

Bendahara Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) 

Kabupaten Solok.”. 

2. Bagi Pembaca 

Penulis mengharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi 

yang bermanfaat, serta diharapkan untuk menambah wawasan dan 

pengetahuan para pembaca mengenai Tinjauan Pelaksanaan Kewajiban 

Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Atas Jasa Konstruksi Oleh 

Bendahara Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) 

Kabupaten Solok. 

3. Bagi Universitas Negeri Padang 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada 

instansi berupa tambahan pengetahuan, informasi, bacaan, serta referensi di 

bidang perpajakan terutama mengenai Pelaksanaan Kewajiban Pemotongan 
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Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas Jasa Konstruksi oleh Bendahara 

Dinas PUPR ini bagi pihak yang berminat terhadap topik penelitian 

tersebut. 

4. Bagi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) 

Diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna dalam 

meningkatkan pelaksanaan kewajiban pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) atas 

Jasa Konstruksi agar dapat memberikan dampak positif terhadap 

penerimaan pajak.
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Pemotongan pajak penghasilan atas pasal 4 ayat (2) merupakan kewajiban 

yang harus dilakukan oleh bendahara pemerintah selaku pemotong pajak 

sehingga wajib pajak tidak dapat melakukan pembayaran pajak penghasilan 

pasl 4 ayat (2) atas jasa konstruksi sendiri. Adapun tata cara pemotongan, 

penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) atas jasa 

konstruksi pada Dinas PUPR Kabupaten Solok telah sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 5I Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan 

dari Usaha Jasa Konstruksi dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

153/PMK.03/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

187/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, dan 

Penatausahaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi. 

Namun hambatan yang dialami oleh Dinas PUPR Kab Solok pada saat 

melakukan pemotongan. penyetoran dan pelaporan PPh pasal 4 ayat 2 yaitu 

keterlambatajangka waktu pencairan dana yang tidak cepat dikarenakan adanya 

kesalahan atau kekurangan dokumen yang diberikan oleh wajib pajak. 

B. Saran 

Setelah melakukan penelitian, Adapun saran yang dapat diberikan penulis 

menjadi bahan masukan dan pertimbangan mengenai tinjauan pelaksanaan 
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kewajiban pemotongan pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi 

oleh bendahara dinas PUPR Kabupaten Solok yaitu Dinas PUPR Kabupaten 

Solok harus memperhatikan ketentuan perpajakan dalam hal ini perhitungan, 

pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 4 ayat (2) atas jasa 

konstruksi agar dapat terus terlaksana berdasarkan peraturan perpajakan yang 

telah diterapkan dan harus mempertahankan ketaatan dalam hal kewajiban 

perpajakan yang telah dilaksanakan dan dijaga selama ini agar dapat terhindar 

dari sanksi pajak yang ditetapkan yang bisa saja terjadi. 

(Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-09/PJ/2020 Tentang Bentuk, Isi, Dan Tata Cara Pengisian Surat Setoran Pajak, 2020) 

(Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2021 Tentang Perubatan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-09/PJ/2020 Tentang Bentuk, Isi, Dan Tata Cara Pengisian Surat Setoran Pajak, 2021) 

(Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 10 Tahun 2013 Tenta ng Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi, 2013) 

(Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi, 2014) 

(Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.03/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008 Tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, Dan Penatausahaan Paja k Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi, 2009) 

(Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008 Tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, Dan Penatausahaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi, 2008) 

(Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi, 2008) 

(Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5I Tahun 2 Oo8 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi, 2022) 

(Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59/PMK.03/2022 Tentang Perubahan Atas PMK Nomor 231/PMK.03/2019 Tentang T ata Cara Pendaftaran Dan Penghapusan NPWP, Pengukuhan Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Pemotongan Dan/Atau Pe, 2022) 

(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi, 1999) 

(Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, 2017) 

(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakn , 2007) 

(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang -Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan , 2008) 

(Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan , 2021) 

 

 

(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18  Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, 1999) 

(Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi, 2008) 

(Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi, 2022) 

(Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 10 Tahun 2013 tentang Registrasi Usaha Jasa Pel aksana Konstruksi, 2013) 

(Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59/PMK.03/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusah , 2022) 

(Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59/PMK.03/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelapoan Pajak bagi Instansi Pe 
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